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ABSTRACT 
     The Supervisor Board of Corruption Eradiction Commission (KPK) is a new structure in 
the corruption eradication commission. The issues arises on how a board of trustees the 
corruption eradication commission in the law number 19 year 2019 on commissions corruption 
eradication and how a board of trustees the corruption eradication commission with 
constitusional law. This research using juridical normative research with used the legislation 
and conceptual approach. Based on this research, we can conclude that a boar d of trustees 
the corruption eradication commission is higher in terms of authority from to the chairman of 
the corruption eradication commission and employees. The role of the board of overseers 
corruption eradication commission is crucial and the all decisions the board of overseers 
corruption eradication commission will be make a basic of the success of performance 
of corruption eradication commission. 
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ABSTRAK 
     Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merupakan struktur baru dalam 
kelembagaan Komisi Pemberantasan Korupsi. Permasalahan dalam artikel ini mempertanyakan 
kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi dalam undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta kedudukannya 
dalam perspektif hukum ketatanegaraan. Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif 
dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasilnya yakni 
kedudukan dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi lebih tinggi dalam hal 
kewenangan dari pada pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. Peran Dewan 
Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi yang sangat penting membuat semua keputusan 
dewan pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi akan menjadi dasar akan kesuksesan kinerja 
Komisi Pemberantasan Korupsi. 
Kata Kunci: Dewan Pengawas, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi 
 
PENDAHULUAN 
     Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya Revolusi 1688 di 
Inggris dan pernah tidak digunakan namun muncul kembali pada abad XVII dan mulai populer 
pada abad XIX2. Indonesia merupakan negara hukum,3 yang artinya negara yang menjalankan 
semua tindakan berdasarkan hukum atau aturan yang berlaku.  
                                                          
 1 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. 
 2 Abid Zamzami, (2020), Pelaksanaan Fungsi Hukum Administrasi Negara Dalam Mewujudkan 
Pemerintah Yang Baik, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Islam Malang, h. 1. 
 3 Bab I pasal 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
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     Korupsi merupakan salah satu tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh warga 
negara kepada negara. Menurut Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor yang berbunyi, setiap orang yang 
secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau 
suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perokonomian negara dipidana 
dengan pidana penjara minimal 4 tahun dan maksimal 20 tahun dan denda paling sedikit 200 
(dua ratus) juta rupiah dan paling banyak 1 (satu) miliyar rupiah.4 
     Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), adalah lembaga Negara Indonesia yang berperan 
penting dalam pemberantasan tindak pidana korupsi. Dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang 
Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi selanjutnya disebut Komisi pemberantasan 
Korupsi adalah lembaga negara dalam rumpun kekuasaan eksekutif yang melaksanakan tugas 
pencegahan dan pemberantasan Tindak Pindana Korupsi sesuai dengan Undang-Undang ini.5 
     Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam melakukan penyadapan, penggeledahan dan 
penyitaan kasus tindak pidana korupsi memiliki kekuasaan penuh sebagaimana diatur dalam 
Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, akan tetapi setelah amandemen dalam pasal 12B ayat (1) 
Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
KPK dalam melakukan, penggeledahan dan penyitaan kasus tindak pidana korupsi harus 
dengan izin dewan pengawas KPK. 
     Dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi merupakan struktur kelembagaan baru 
dalam komisi pemberantasan korupsi. 
     Rumusan masalah dalam tulisan ini adalah Bagaimana kedudukan Dewan Pengawas Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi?  dan Bagaimana kedudukan Dewan Pengawas Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut prespektif hukum ketatanegaraan Indonesia? Tujuan 
dalam penelitian ini Menguraikan kedudukan dewan pengawas komisi pemberantasan korupsi 
(KPK) menurut Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi dan Menguraikan kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan 
Korupsi (KPK) menurut prespektif hukum ketatanegaraan Indonesia. 
     Tulisan ini disusun dengan menggunakan metode yuridis normatif, dengan menggunakan 
pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Undang-undang yang digunakan 
                                                          
 4 Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 5 Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 
Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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dalam penelitian ini adalah Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua 
atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi dan undang-undang yang terkait dengan undang-undang tersebut. 
 
PEMBAHASAN 
Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Undang-
Undang No. 19 Tahun 2019 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
     Pro dan kontra Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi sempat membuat 
kegaduhan di Indonesia dikarenakan keputusan akan adanya dewan pengawas diyakini akan 
membuat KPK melemah. Akan tetapi juga banyak para ahli serta akademisi yang setuju akan 
dibentuknya dewan pengawas KPK dengan alasan perlunya dilakukan pengawas terhadap KPK 
itu sendiri. Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sendiri dibentuk setelah 
amandemen kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
     Dalam Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019,6 Struktur dalam Komisi 
Pemberantasan Korupsi (KPK) terdiri atas: 
1. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; 
2. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang Anggota Komisi 
Pemberantasan Korupsi; dan 
3. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi.  
Jumlah 5 orang yang mengisi posisi dewan pengawas KPK memiliki kedudukan satu orang 
sebagai ketua yang merangkap anggota dan empat orang sebagai wakil ketua serta merangkap 
anggota dewan pengawas KPK.  
     Akibat dibentuknya dewan pengawas di dalam tubuh KPK membuat dewan pengawas KPK 
harus memiliki tugas dan wewenang agar jelas mengapa mereka dibentuk dan berapa jumlah 
dewan pengawas serta berapa lama jabatan dalam sekali periode. Dalam pasal 37A ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, dijelaskan mengapa atau tujuan dibentuknya dewan 
pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tersebut, yaitu untuk mengawasi pelaksanaan 
tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).7 Dalam sekali periode dewan 
                                                          
 6 Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 7 Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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pengawas KPK menjabat selama 4 tahun dan dapat dipilih ulang 1 (kali) pada periode 
berikutnya. 
     Pengawasan merupakan aspek penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang 
baik (good governance), yakni untuk memastikan dapat berjalan atau tidaknya fungsi 
pemerintahan sebagaimana seharusnya. Jika dikaitkan dengan pengawasan yang dilakukan 
dewan pengawas KPK, pengawasan merupakan cara agar kekuasaan yang sangat istimewa 
yang diberikan kepada KPK tidak disalah gunakan dalam jalannya dan/atau kinerja KPK itu 
sendiri. Pengawasan yang di lakukan oleh dewan pengawasn KPK adalah pengawasan internal. 
Yaitu dengan mengawasi pelaksanaan kinerja pegawai dan pimpinan KPK, seperti dengan 
pemberian izin atau tidak memberi izin akan dilakukannya penyadapan, penggeledahan, 
dan/atau penyitaan. 
     Sedangkan dalam pasal 37A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019,8 menjelaskan 
bahwa jumlah dari pada anggota dewan pengawas adalah 5 (lima) orang. Dimana 5 orang 
tersebut telah dipilih oleh presiden, melalui seleksi dengan berbagai syarat yang diatur dalam 
Pasal 37D yang berbunyi:9 
1. warga negara Indonesia; 
2. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa; 
3. sehat jasmani dan rohani; 
4. memiliki integritas moral dan keteladanan; 
5. berkelakuan baik; 
6. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan 
pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; 
7. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun; 
8. berpendidikan paling rendah S1 (sarjana strata satu); 
9. tidak menjadi anggota dan/ atau pengurus partai politik; 
10. melepaskan jabatan struktural atau jabatan lainnya; 
11. tidak menjalankan profesinya selama menjadi anggota Dewan Pengawas; dan 
12. mengumumkan harta kekayaannya sebelum dan setelah menjabat sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
                                                          
 8 Pasal 37A ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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     Setelah terpilih, dewan pengawas KPK mengemban tugas yang menurut penulis sangat 
strategis. Yang mana tugas-tugas tersebut bisa dikatakan vital karena terkait hal-hal yang di 
mana sebelum amandemen kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi kepada Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, KPK dapat melakukan tidakan penyadapan di 
mana tindakan tersebut merupakan salah satu kunci sukses KPK dalam melakukan tugasnya. 
     Mengenai tugas dewan pengawas KPK, dijelaskan dalam pasal 37B, yaitu:10 
a. mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi; 
b. memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, dan/atau 
penyitaan; 
c. menyusun dan menetapkan kode etik Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasar 
Korupsi; 
d. menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik 
oleh Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran ketentuan 
dalam Undang-Undang ini; 
e. menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh 
Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi; dan 
f. melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi secara 
berkala 1 (satu) kali dalam I (satu) tahun. 
     Berdasarkan uraian di atas, terdapat kerancuan dalam pasal 37B ayat (1), bertentengan 
dengan pasal 21 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.11 Pasal 21 Undang-Undang Nomor 
19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa KPK terdiri dari 3 organ, 
yaitu: dewan pengawas, pimpinan KPK, dan anggota KPK, sedangkan Pasal 37B ayat (1) 
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 menyebutkan bahwa tugas dari dewan pengawas KPK 
adalah mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi. 12 
     Terdapat point penting dalam kedua pasal tersebut,13 di mana dewan pengawas itu sendiri 
merupakan struktur dari KPK, yang artinya dewan pengawas mengawasi dirinya sendiri. Akan 
                                                          
 10 Pasal 37B ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 11 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 13 Pasal 21 dan Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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tetapi terdapat beberapa pasal yang membuat kejelasan tentang kedudukan tugas dari dewan 
pengawas KPK di mana sebagai pihak yang mengawasi jalannya pelaksanaan KPK itu sendiri. 
     Sebelum melaksanakan tugas, dewan pengawas KPK dan Ketua serta seluruh jajaran KPK 
memiliki acuan atau yang biasa disebut nilai dasar dan kode etik agar tugas beserta kewenangan 
yang dimiliki tersebut tidak menyimpang dari tugas yang disandang oleh KPK. Kode etik 
adalah adalah suatu istilah yang digunakan untuk menentukan batas-batas sifat, kehendak, 
pendapat atau perbutan yang secara layak dapat dikatakan benar, salah, baik atau buruk.14 
     Oleh karena itu, Dewan pengawas KPK dalam membuat suatu kode etik harus berdasarkan 
pada nilai dasar, yang berbunyi: 15 
a. Integritas;  
b. Sinergi;  
c. Keadilan;  
d. Profesionalisme; dan 
e. Kepemimpinan. 
     Nilai dasar dan kode etik KPK telah dirumuskan sebanyak 2 kali, yang pertama yaitu 
Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 5 tahun 2006 tentang Kode Etik Pegawai 
Komisi Pemberantasan Korupsi yang memiliki 7 nilai dasar. yang kedua yaitu pada tahun 2013 
yaitu terdapat pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun 2013 tentang 
Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, dan Pedoman Berperilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. 
     Perbedaan yang terdapat pada Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun 
2013 dan Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2020 
adalah,16 Religiusitas diganti dengan Sinergi. Hal tersebut dianggap bahwa religiusitas 
merupakan dasar dari berbagai sumber nilai dasar, karena sifat dasar ini dianggap sudah 
melekat pada setiap masyarakat yang berkedudukan di Republik Indonesia. Kode etik yang 
dibuat oleh dewan pengawas berlaku untuk seluruh jajaran, baik dewan pangawas itu sendiri 
maupun pimpinan dan anggota KPK atau bisa disebut insan KPK. 
     Dalam pemilihan dewan pengawas KPK terdapat juga mekanisme pemilihan. Mekanisme 
pemilihan dewan pengawas diatur dalam pasal 37E Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 
Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: 
                                                          
 14 Ahmad Faizur Rosyad, (2004), Mengenal Alam Suci: menapak Jejeak Al- Ghozali Tasawuf, Filsafat 
dan Tradisi, Yogyakarta: Kutub, h. 94. 
 15 Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kode Etik 
Dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. 
 16 Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 7 tahun 2013 tentang Nilai Dasar Pribadi, Kode Etik, 
dan Pedoman Berperilaku Komisi Pemberantasan Korupsi dan Peraturan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan 
Korupsi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Kode Etik dan Pedoman Perilaku Komisi Pemberantasan Korupsi. 
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1. Ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37A diangkat 
dan ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia. 
2. Dalam mengangkat ketua dan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1), Presiden Republik Indonesia membentuk panitia seleksi. 
3. Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur Pemerintah Pusat 
dan unsur masyarakat. 
4. Setelah terbentuk, panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat(3) mengumumkan 
penerimaan calon. 
5. Pendaftaran calon dilakukan dalam waktu 14 (empat belas)hari kerja secara terus menerus. 
6. Panitia seleksi mengumumkan kepada masyarakat untuk mendapatkan tanggapan terhadap 
nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (4). 
7. Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disampaikan kepada panitia seleksi paling 
lambat 1 (satu)bulan terhitung sejak tanggal diumumkan. 
8. Panitia seleksi menentukan nama calon pimpinan yang akan disampaikan kepada Presiden 
Republik Indonesia. 
9. Dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal 
diterimanya daftar nama calon dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia 
menyampaikan nama calon sebagaimana dimaksud pada ayat (8) kepada Dewan 
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dikonsultasikan. 
10. Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam 
jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak konsultasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selesai dilaksanakan. 
11. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan 
Pengawas diatur dengan Peraturan Pemerintah. 
12. Mekanisme dalam penyeleksian dewan pengawas KPK dalam Undang-Undang Nomor 19 
Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi mendapatkan kritikan oleh Satrio 
Ndaru Yokotani.17 Ketentuan pasal di atas menurut Satrio Ndaru Yokotani justru dapat 
mengikis dari independensi lembaga negara yang sifat aslinya adalah independen. 
     Terdapat keistimewaan dalam pemilihan pertama dewan pengawas KPK. Dalam proses 
pengangkatan dewan pengawas KPK, Presiden memiliki Hak Prerogatif untuk menunjuk siapa 
                                                          
 17 Satrio Ndaru Yokotani, (2020), Wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Penghentian 
Penyidikan dan Penuntutan Perspektif Independensi, Jurnal Fakultas Hukum Universitas Bengkulu Lampung, 
Vol. 5 nomor 1. 
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saja yang akan menjadi dewan pengawas KPK. Hal tersebut juga berdasarkan pasal Pasal 69A 
ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang berbunyi:  
"Untuk proses pengangkatan sendiri, Ketua dan Anggota dewan pengawas untuk pertama kali 
ditunjuk dan diangkat langsung oleh Presiden Republik Indonesia." 18 
     Menurut Zaenur Rohman (2019), "Itu upaya Jokowi untuk mengambil kembali simpati 
rakyat yang telah sakit hati atas sikap Jokowi merevisi UU KPK dan memilih capim KPK yang 
bermasalah."19 
     Berdasarkan Konstitusi, apa yang dilakukan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo 
dalam penunjukan ketua dan anggota dewan pengawas KPK sah menurut hukum karena, 
menurut pasal 69A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan 
Tindak Pidana Korupsi. Menurut Menteri Polhukam, untuk pertama kali, dewan pengawas itu 
diangkat presiden, hak prerogatif.20 Dan kebutuhan posisi penting dalam KPK yang mana jika 
dilakukan dengan dengan sistemitika menurut pasal 37D Undang Nomor 19 Tahun 2019 
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akan membutuhkan waktu yang lama.21 
     Suatu jabatan dalam suatu pemerintahan pasti memiliki batasan kapan jabatan tersebut 
berakhir, sama halnya dengan jabatan dewan pengawas KPK. Keberakhiran yang dimaksud 
bisa disebabkan karena masa jabatan telah selesai atau dikarenakan faktor lain. Dalam pasal 
37F Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana 
Korupsi,  ketua dan anggota dewan pengawas KPK berhenti atau diberhentikan, apabila:22 
1. Ketua dan anggota Dewan Pengawas berhenti atau diberhentikan, apabila: 
a) meninggal dunia; 
b) berakhir masa jabatannya; 
c) melakukan perbuatan tercela; 
d) dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh 
kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan; 
e) mengundurkan diri atas permintaan sendiri secara tertulis; dan/ atau 
f) tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut- turut. 
                                                          
 18 Pasal 69A ayat  (1 ) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 19 Diakses https://tirto.id/en7Xtirto.id. tanggal 24 Juni 2020. 
 20 Diakses https://nasional.kompas.com/read/2019/12/10/21250321/dewan-pengawas-kpk-perdana-
bakal-dipilih-presiden-selanjutnya-lewat-pansel tanggal 10 Desember 2019. 
 21 Di akses https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5dc54106776ae/sejumlah-kriteria-anggota-
dewan-pengawas-kpk tanggal 7 November 2019. 
 22 Pasal 37F Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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2. Dalam hal ketua dan anggota Dewan Pengawas menjadi tersangka tindak pidana, ketua 
dan anggota Dewan Pengawas diberhentikan sementara dari jabatannya. 
3. Ketua dan anggota Dewan Pengawas yang mengundurkan diri sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf e dilarang untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal 
pengunduran dirinya menduduki jabatan publik. 
4. Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (l) dan ayat (2) ditetapkan oleh 
Presiden Republik Indonesia. 
     Penjelasan dalam pasal 37F Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan     
Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi menyebutkan, bahwa Presiden memiliki kewenangan dalam memberhentikan 
dewan pengawas KPK, hal tersebut bisa ditafsirkan dewan pengawas KPK memiliki tanggung 
jawab kepada Presiden. 
     Posisi dewan pengawas KPK menurut penulis harus berada pada posisi yang sangat suci. 
Maksudnya dewan pengawas tidak boleh berada dalam suatu masalah tindak pidana, ataupun 
tindakan yang dapat membuat citra KPK menjadi buuruk, karena akan langsung atau dibisa 
dijadikan alasan diberhentikannya dewan pengawas KPK dari jabatan tersebut. 
 
Kedudukan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menurut Sistem 
Ketatanegaraan Indonesia 
     Dewan pengawas dalam struktur kelembagaan sangat berperan aktif dalam eksistensi KPK. 
Hal tersebut dibuktikan dengan semua urusan KPK harus melalui dewan pengawas, seperti 
dalam hal penyadapan, penyelidikan, dan hal-hal mengenai aturan yang berada dalam ruang 
lingkup Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk peran dewan pengawas kepada lembaga lain 
pun juga sangat penting, di mana sebelum amandemen laporan dilakukan oleh pimpinan KPK, 
setelah amandemen dilakukan oleh dewan pengawas KPK.  
Struktur Komisi Pemberantasan Korupsi: 
 
 
  
KPK 
Dewan Pengawas 
KPK 
Pimpinan KPK 
Anggota KPK 
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 Dewan pengawas KPK merupakan struktur kelembagaan dari KPK itu sendiri. Hal 
tersebut berdasarkan ketentuan pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019, yang 
berbunyi:23 
     Komisi Pemberantasan Korupsi terdiri atas: 
1. Dewan Pengawas yang berjumlah 5 (lima) orang; 
2. Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi yang terdiri dari 5 (lima) orang anggota 
Komisi Pemberantasan Korupsi; dan 
3. Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi. 
     Akan tetapi, dewan pengawas KPK dalam jabatannya memiliki kedudukan lebih tinggi 
dalam kewenangan dari pada pimpinan maupun anggota KPK itu sendiri. Hal itu dapat 
dibuktikan pada pasal 12B ayat (4),pasal 12C ayat (2), pasal 37B ayat (1) huruf c sampai dengan 
huruf, pasal 40 ayat (2), pasal 47 ayat (1) dan ayat (2).24 
     Berdasarkan uarian di atas, kedudukan dewan pengawas KPK dengan  pimpinan dan 
anggota KPK memiliki perbedaan.25 Hal tersebut dikuatkan dengan beberapa pasal yang 
memperjelas kedudukan dewan pengawas KPK dengan pimpinan dan anggota KPK, antara 
lain:26 
a. Pasal 12B ayat (4) 
Dalam hal Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi mendapatkan izin tertulis dari 
Dewan Pengawas, penyadapan dilakukan paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak 
izin tertulis diterima dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali untuk jangka waktu yang 
sama. 
b. Pasal 12C ayat (2) 
Penyadapan yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggung jawabkan kepada 
Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi dan Dewan Pengawas paling lambat 14 
(empat belas) hari kerja terhitung sejak penyadapan selesai dilaksanakan. 
c. Pasal 37B ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f 
Dewan Pengawas bertugas: 
                                                          
 23 Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 24 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 25 Pasal 21 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 26 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 
Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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1) menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai Komisi 
Pemberantasan Korupsi. 
2) menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode 
etik oleh pimpinan dan pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi atau pelanggaran 
ketentuan dalam UU Korupsi. 
3) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik 
oleh pimpinan dan pegawai Komisi PemberantasanKorupsi; dan 
4) melakukan evaluasi kinerja Pimpinan dan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi 
secara berkala 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun. 
d. Pasal 40 ayat (2) 
Penghentian penyidikan dan penuntutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
dilaporkan kepada Dewan Pengawas paling lambat 1 (satu) minggu terhitung sejak di 
keluarkannya surat perintah penghentian penyidikan dan penuntutan. 
e. Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) 
Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas 
izin tertulis dari Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis 
atau tidak memberikan izin tertulis terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) paling lama 1x 24 (satu kali dua puluh empat) jam sejak permintaan izin 
diajukan. 
Berdasarkan beberapa uraian ketentuan di atas, dapat dijabarkan bahwa: 
1) Ketentuan dalam Pasal 12B ayat (4). Dalam ketentuan tersebut alur permintaan izin 
mengenai penyadapan yang dilakukan oleh pegawai KPK. Izin tertulis yang dilakukan 
pegawai KPK diterima oleh pimpinan KPK. Ketika izin sudah diterima oleh pimpinan KPK, 
maka pimpinan KPK akan mengajukan kepada dewan pengawas akan diberikannya izin 
atau tidak diberi izin untuk melakukan penyadapan. Artinya, bahwa pihak yang 
memberikan izin tertulis penyadapan adalah dewan pengawas KPK, dan pihak menerima 
izin tertulis penyadapan adalah pimpinan KPK atas pengajuan pegawai KPK. 
2) Ketentuan dalam Pasal 12C ayat (2) dilaksanakan oleh pegawai KPK. Di mana dalam 
ketentuan tersebut, penyadapan yang telah selesai dilaksanakan harus dipertanggung 
jawabkan kepada pimpinan KPK dan dewan pengawas. Yang melakukan penyadapan 
adalah penyelidik dan penyidik dalam hal ini pegawai KPK, sedangkan pimpinan KPK dan 
dewan pengawas bertindak sebagai yang menerima laporan pertanggung jawaban dari 
pegawai KPK. 
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3) Ketentuan dalam Pasal 37B ayat (1) huruf c sampai dengan huruf f ditunjukkan langsung 
kepada pimpinan dan pegawai KPK. Di mana dalam ketentuan tersebut, tugas dari dewan 
pengawas memfokuskan langsung pada kode etik dan evaluasi kinerja pimpinan dan 
pegawai KPK. Ketika dalam pelaksaan kerja atau mendapatkan laporan dari masyarakat 
akan pegawai atau pimpinan KPK terdapat suatu pelanggaran kode etik, maka dewan 
pengawas KPK akan melakukan investigasi dan melakukan persidangan untuk memeriksa 
hal tersebut. Dan dalam kinerja KPK juga akan dievaluasi apakah sudah sesuai dengan 
tujuan awal dari KPK berjalan dengan apa yang sudah diinginkan. Untuk masalah kode etik 
tersebut. berlaku untuk seluruh insan KPK. 
4) Ketentuan dalam Pasal 40 ayat (2) dilaporkan oleh pimpinan KPK. Pimpinan KPK memiliki 
tanggung jawab terhadap dewan pengawas KPK. Membuat laporan akan pengehentian 
penyidikan dan penuntutan adalah salah satu kewajiban pimpinan KPK kepada dewan 
pengawas KPK. Di mana dalam ketentuan tersebut, pihak yang melaporkan penghentian 
penyidikan dan penuntutan adalah pimpinan KPK dan pihak yang menerima laporan adalah 
dewan pengawas. 
5) Ketentuan dalam Pasal 47 ayat (1) dan ayat (2) dilakukan oleh pegawai KPK. Dalam 
ketentuan tersebut, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan pada proses 
penyelidikan setelah ada izin tertulis dari dewan pengawas. Ketentuan ini mestinya memuat 
bahwa izin tertulis dari dewan pengawas diberikan setelah ada permintaan dari pimpinan 
KPK. Setelah itu, pimpinan KPK meneruskannya kepada pegawai KPK. 
     Meskipun dewan pengawas KPK dengan pimpinan dan anggota KPK berbeda, akan tetapi 
dewan pengawas KPK dengan pimpinan dan anggota KPK masih dalam satu struktur 
kelembagaan, di mana dewan pengawas KPK tidak lepas dari Komisi Pemberantsan Korupsi 
itu sendiri.27 
     Peran dewan pengawas KPK sangatlah penting dalam semua tindakan yang dilakukan oleh 
Komisi Pemberantasan Korupsi. Hal itu yang membuat terjadinya pro dan kontra di masyarakat 
luas. Salah satu peran dewan pengawas KPK kepada Komisi Pemberantasan Korupsi adalah 
dalam menentukan diperbolehkannya melakukan penyadapan.28  
     Proses penyadapan di dalam KPK dilakukan oleh penyidik KPK yang berasal dari 
kepolisian, kejaksaan, penyidik pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh 
                                                          
 27 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 28 Pasal 37B Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
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undang-undang, dan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Setelah itu, anggota KPK akan 
melaporkan kepada pimpinan KPK akan sebuah kasus yang mana harus dilakukan penyadapan, 
dan para pimpinan KPK akan melakukan permintaan izin tertulis kepada dewan pengawas KPK 
untuk meminta izin apakah diperbolehkannya melakukan penyadapan kepada tersangka. 
     Penyidik menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum 
Acara Pidana adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil 
tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. 
     Penyidik KPK bisa terdiri dari Pegawai KPK itu sendiri, kepolisan dan kejaksaan. 
Pengangkatan penyidik KPK dilakukan oleh pimpinan KPK.29 Ada beberapa syarat yang harus 
dipenuhi dalam pengangkatan penyidik KPK, yaitu:30 
1. Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a) paling rendah S1 (sarjana strata satu) atau yang setara; 
b) mengikuti dan lulus pendidikan di bidang penyidikan; 
c) sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter; dan 
d) memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi. 
2. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diselenggarakan oleh Komisi 
Pemberantasan Korupsi bekerja sama dengan kepolisian dan/atau kejaksaan. 
     Kerja sama dalam pemberantasan korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 45A ayat (2) 
Undang-Undang nomor 19 tahun 2019 di atas, harus dilaksanakan dengan sebaik mungkin. 
Kerena sistem peradilan merupakan suatu jaringan peradilan yang menggunakan hukum pidana 
sebagai sarana utamanya, baik hukum pidana formil, hukum pidana materil maupun hukum 
pelaksanaan pidana.31 Sistem peradilan pidana di dalamnya terkandung gerak sistemik dari 
subsistem pendukungnya yakni Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, lembaga pemasyarakatan, 
yang secara keseluruhan dan merupakan suatu kesatuan yang berusaha mentransformasikan 
masukan menjadi luaran yang mana untuk mewujudkan tujuan sistem peradilan pidana yaitu, 
menanggulangi kejahatan atau mengendalikan terjadinya kejahatan agar berada dalam batas-
batas toleransi yang dapat diterima masyarakat.32 
                                                          
29 Pasal 45A ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-
Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
30 Pasal 45A ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas 
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
31 Anastasia Sumakul, (2012), Hubungan dan Kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi dan 
Kejaksaan dalam Menangani Tindak pidana Korupsi, Lex Crimen, Vol. 1, No. 4. h. 102. 
32 Muhammad Rusli, (2011), Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Yogyakarta: UII Pres.h. 13. 
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     Pada prinsipnya, KPK memiliki kewenangan pengambilan alih dalam penanganan kasus 
tindak pidana korupsi.33 Akan tetapi kejaksaan juga berwenang untuk melakukan penyidikan 
dan penuntutan yang mana diatur dalam pasal 7 Undang-Undang Nomor 8 Tahum 1981.34 
Pengambilan alih penanganan kasus yang dilakukan KPK dikarenkan kurang efektifnya 
kejaksaan dan kepolisian dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi, hal demikian juga 
yang menyebabkan salah satu tujuan didirikannya KPK. Dan dengan adanya pasal 45 Undang-
Undang Nomor 19 Tahun 2019 seharusnya dapat memperkuat sinergi antar lembaga yang 
berhak menangani dalam kasus tindak pidana korupsi. 
     Proses pemberian izin terhadap penyidik, dewan pengawas KPK memiliki aturan yang 
disampaikan dalam pasal 47B ayat (1) dan ayat (2)  Undang-Undang No. 19 Tahun 2019 
Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang berbunyi: 
1) Dalam proses penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan atas izin 
tertulis dari Dewan Pengawas. 
2) Dewan Pengawas dapat memberikan izin tertulis atau tidak memberikan izin tertulis 
terhadap permintaan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 x 24 (satu kali 
dua puluh empat) jam sejak permintaan izin diajukan. 
     Proses penyidikan yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi juga harus 
mendapatkan izin dari dewan pengawas KPK.35 Sama halnya dengan proses penyadapan, 
penyidik akan memberikan laporan kepada anggota KPK bahwa akan dilakukan penggeledahan 
terhadap suatu kasus yang dicurigai terdapat praktik tindak pidana korupsi, yang mana laporan 
tersebut akan dilanjutkan kepada pimpinan KPK untuk meminta izin tertulis kepada dewan 
pengawas KPK agar diberikan izin atau tidak diberikannya izin dalam melakukan 
penggeledehan tersebut. 
     Dalam kewenangan dan tugas dewan pengawas KPK sampai tanggal 28 Mei 2020, Dewan 
pengawas telah menerima 183 kasus yang diajukan  pimpinan KPK untuk permintaan izin 
mengenai penggeledahan, penyadapan, dan penyitaan.36 Ketua dewan pengawas KPK, Tumpak 
Hatorangan Pangabean juga menyatakan bahwa perizinan yang diajukan kepada dewan 
pengawas maksimal 1 x 24 jam akan di keluarkan izin, hal tersebut tidak akan menghambat 
                                                          
33 Pasal 10A Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
34 Pasal 7  Undang-Undang Nomor 8 Tahum 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 
 35 Pasal 47 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang 
Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 
 36 Diakses https://nasional.kompas.com/read/2020/05/28/00273101/dewas-kpk-tindaklanjuti-183-
permintaan-pemberian-izin-terkait-penindakan?page=all. Tanggal 16 Juli 2020. 
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kinerja KPK.37 Berdasarkan keterangan tersebut, membuktikan bahwa dewan pengawas 
bukanlah penghambat bagi kinerja KPK dan menyatakan bahwa komitmen dewan pengawas 
yang berada dalam tubuh KPK hanya untuk mengawasi kinerja KPK. 
     Dewan pengawas juga sudah mendapatkan 92 laporan dari masyarakat mengenai 
pelanggaran kode etik yang dilakukan pimpinan ataupun pegawai KPK dalam menjalakan 
tugasnya.38 Hal tersebut membuktikan bahwa yang sebelumnya KPK merupakan lembaga 
superbody¸ dengan hadirnya dewan pengawas di dalam tubuh KPK membuat KPK agar tidak 
melakukan tindakan sewenang-wenang dengan kedudukan yang dimilikinya.  
     Posisi dewan pengawas yang sangat aktif dalam internal KPK membuat dewan pengawas 
harus bekerja dengan maksimal dan yang terpenting harus melakukan semua tindakan dengan 
penuh tanggung jawab agar keraguan masyarakat akan hadirnya dewan pengawas di tubuh KPK 
terjawab dengan prestasi yang diberikan KPK dalam memberantas korupsi di Indonesia. 
 
PENUTUP 
     Dewan Pengawas KPK merupakan struktur bagian dari lembaga Komisi Pemberantasan 
Korupsi yang terdiri dari 5 orang dan dipilih melalui pemilihan dengan tahapan seleksi dan 
ditetapkan oleh presiden. Setelah terpilih, dewan pengawas KPK memiliki peran untuk 
mengawasi kinerja KPK dalam ranah internal KPK. Dengan tugas dewan pengawas KPK 
berada dalam ranah internal KPK maka pengawasan hanya sebatas internal KPK, seperti 
membuat peraturan tentang kode etik insan KPK dan pemberhentian dewan pengawas KPK 
juga dilakukan oleh presiden. Sama dengan hal pencopotan dewan pengawas, juga dilakukan 
oleh presiden. Kedudukan dewan pengawas KPK lebih tinggi dalam hal kewenangan dari 
kedudukan pimpinan dan anggota KPK, dikarenakan dalam proses tindakan yang dilakukan 
pimpinan dan anggota KPK harus bedasarkan izin dewan pengawas KPK. Dewan pengawas 
KPK dalam hubungan keluar antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan pihak lemabaga 
eksekutif, Kepolisian, Kejaksaan atau lembaga lain maupun hubungan internal antara dewan 
pengawas dengan pimpinan dan anggota KPK itu sendiri, dewan pengawas wajib mengetahui 
hal yang terjadi di antara hubungan tersebut. Hal tersebut yang menjadikan peran dewan 
pengawas sangat penting terhadap kesuksesan kinerja daripada Komisi Pemberantasan 
Korupsi. 
 
                                                          
 37 Diakses https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200114194456-12-465350/dewas-kpk-tegaskan-
surat-izin-penggeledahan-bersifat-rahasia. Tanggal 16 Juli 2020. 
 38 Diakses https://nasional.kompas.com/read/2020/05/28/00273101/dewas-kpk-tindaklanjuti-183-
permintaan-pemberian-izin-terkait-penindakan?page=all. Tanggal 16 Juli 2020. 
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